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PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR: 900/3819/BPKAD/2018

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

a.

KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2018

KEPALA BPKAD KABUPATEN TANAH BUMBU,

bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana
dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2018;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Daerah Provinsi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan
Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2015 tentang



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2008 Nomor 20);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2011 Nomor 17);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Nomor 19);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2016 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dengan
rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menetapkan
rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan
anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun
laporan akuntabilitas kinerja

serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan
dokumen Rencana Strategis SKPD.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap
pencapaian kinerja yang dilakukan oleh Kepala SKPD disampaikan
kepada Bupati Tanah Bumbu, Gubernur Kalimantan Selatan,
Menteri Negara Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan
Instansi terkait.

Segala biaya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 27 Agustus 2018

KEPALA BPKAD,

fonn

WIM MANDAU, SE., M.Sos
NIP. 19650619 199403 1 013




INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

INDIKATOR SUMBER | PENANGGUNG

TUJUAN SASARAN KINERJA UTAMA FORMULASI DATA JAWAB
Meningkatnya Kualitas | Meningkatnya kualitas | Opini BPK atas 1=WTP; 2=WDP; | BPKAD BPKAD
Pengelolaan Keuangan | pengelolaan keuangan | LKPD 3=TW; 4=TMP
Daerah yang daerah
Transparan dan
Akuntabel
Meningkatkan Optimalnya Penetapan APBD Jumlah SKPD yang BPKAD BPKAD
Penyusunan dan penyusunan anggaran | tepat waktu menyusun anggaran
Penetapan APBD Tepat | tepat waktu tepat waktu dibagi
Waktu jumlah seluruh SKPD

dikali 100%
Meningkatnya kualitas | Persentase BMD Jumlah aset yang BPKAD BPKAD

Meningkatkan Kualitas
Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Pengelolaan Barang
Milik Daerah

tercatat dengan
akurat

terinventarisir dibagi
jumlah aset
keseluruhan dikali
100%

KEPALA BPKAD,

op

WIM MANDAU, SE., M.Sos

NIP. 19650619 199403 1 013




